


PRASYARAT EFEKTIF LOAN
ITDP

Tertera pada “Dokumen Technical Discussion Draft 19
April 2018 Loan Agreement ITDP”, article IV poin 4.01,
bahwa:

The additional Condition of Effectiveness consist of the
following namely, that, the Borrower has adopted the
Project Operation Manual inform and substance
satisfactory to the Bank

Tertera pada dokumen Agreed Minutes of Technical
Discussion ITDP tertanggal 19 April 2018, poin 9 bahwa:

the final version of the Manual will be submitted to the
Bank for its approval prior to Loan Effectiveness




DOKUMEN PROJECT OPERATION
MANUAL

Dokumen Project Operation Manual atau POM, terdiri dari:

Dokumen Panduan Umum (Pedum)

Dokumen Pedoman Umum dibuat untuk menjadi pedoman
dasar bagi semua pihak yang terlibat dalam Program [TDP
Ini, termasuk di dalamnya adalah pemerintah di tingkat
pusat, propinsi, dan daerah, serta pihak swasta dan
masyarakat umum.

Dokumen Manual Pengelolaan Program (MPP)

Dokumen Manual Pengelolaan Program (MPP) lebih
disusun sebagai pedoman untuk implementing agencies
(Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan BKPM)
dan executing agency (Kementerian PUPR) yang
menangani Program Pinjaman Luar Negeri ini.



PERBANDINGAN DOKUMEN PEDUM DAN

MPP

Kategori Pedoman Umum (Pedum) Manual Pengelolaan Program (MPP)
Peruntukan  Semua Pihak yang terlibat dan tertarik » Executing Agencies

terhadap program ITDP * Implementing Agency
Muatan 1. Gambaran Umum Program 1. Pendahuluan

2. Komponen program
3. Hasil dan Indikator Kunci
4. Pembiayaan Program

5. Organisasi dan Tata Laksana
Penyelenggaraan Program

6. Ketentuan Penyelenggaraan
7. Pengelolaan Lingkungan dan sosial

8. Monitoring dan Evaluasi

2. Gambarn Umum
3. Organisasi Program
4. Pengelolaan Keuangan

5. Pengadaan Barang dan Jasa

6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
/. Pengendalian Program

8. Pengarsipan Dokumen

9. Ketentuan Perubahan
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BAB 1. GAMBARAN UMUM

1SI

= atar Belakang: Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk
mempercepat pembangunan sepuluh destinasi pariwisata prioritas,
yang dituangkan di dalam Program Prioritas Nasional Pembangunan
Pariwisata Indonesia (PPNPPI), dengan tiga destinasi prioritas.
=Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses
terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan
pariwisata, meningkatkan keterkaitan ekonomi lokal dengan
pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga destinasi
pariwisata prioritas tersebut

*Penerima Manfaat: Program ITDP akan memberikan manfaat
spesifik sesuai target masing-masing komponen, dan juga manfaat
secara umum bagi masyarakat luas

STATUS

SELESAI

PENDING ISSUES




BAB 2. KOMPONEN PROGRAM

1SI * Penjelasan Empat Komponen Program ITDP:

« Komponen 1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk
memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan
berkelanjutan;

« Komponen 2: Meningkatkan kualitas jalan yang relevan
dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar;

« Komponen 3: Mendorong partisipasi lokal dalam
perekonomian sektor pariwisata; dan

» Komponen 4: Meningkatkan lingkungan yang kondusif
untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke sektor
pariwisata.

STATUS SELESAI

PENDING
ISSUES




BAB 3. HASIL DAN INDIKATOR

KUNCI

ISI « Memuat struktur kerangka hasil program secara umum dan
per-komponen (gambar)
 Indikator dan target capaian Program secara umum dan per
komponen (gambar)
STATUS selesai
PENDING

ISSUES




BAB 4. PEMBIAYAAN PROGRAM

1SI » Membahas sumber pendanaan program (APBN/APBD
dan Loan) dan usaha untuk memastikan ketersediaan
anggaran melalui perencanaan anggaran di tiap tingkat
pemerintahan

 (Table Pembiayaan Program)

STATUS SELESAI

PENDING
ISSUES




BAB 5

. ORGANISASI DAN TATA
NA

LAKSA

Membahas struktur kelembagaan program (gambar), yaitu:
a. Struktur Koordinasi :
1)  Tingkat Pusat (tim pengarah, tim pleaksana, dan
tim teknis);
2) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota ( Pokja Destinasi
Pariwisata dan penjabaran tugasnya)
3) Destinasi Wisata (Badan Otorita)
b. Struktur Pelaksana Program
CPMU dan CPIU
c. Dukungan Pengelolaan Program (PMS)

STATUS

SELESAI

PENDING
ISSUES

Menunggu Nomor Surat Keputusan Menteri PUPR terkait CPMU dan
CPIU




BAB 6. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1SI

Membahas tahap persiapan, perencanaan,

pelaksanaan, dan keberlanjutan Program

Persiapan { e e \ ‘ | Pelaksanaan J
’ I |
Nasional Penyusunan RIPT
Sosialisasi/ L )
lokakarya, A .
Implementasi .
pembentukan |- :
embentukan sesual RIPT ST
. / penguatan T
Provinsi kelembagaan Pengarus-utamaan
(review) pengembangan
pariwisata pada RPTMD,
rencana sectoral, rencana
Kab/ Kota tata ruang

Kegiatan Menerus: Monitoring dan Evaluasi, Operasional dan Pemeliharaan, Penguatan Kolaborasi dan
Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

STATUS

SELESAI

PENDING ISSUES




BAB 7. KETENTUAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM

ISI Ketentuan untuk penyelenggaraan program ini meliputi poin-
poin sebagai berikut:
1)  Program lintas Kementerian/Lembaga dan sektor
2)  Mengacu pada perumusan Rencana Induk Pariwisata
Terpadu (RIPT).
3) Mengacu pada RIPT dengan pengecualian
4)  Berorientasi “outcome”
5) Berbasis pada partisipasi lokal
6) Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial,
dan kesetaraan gender
(bagan penyelenggaraan program)
STATUS SELESAI
PENDING

ISSUES




BAB 8. PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN SOSIAL

1S Meliputi prinsip dasar dan prinsip khusus pengamanan.

 Prinsip dasar di antaranya meliputi:

1. Kegiatan dalam program ini harus menghindari dan meminimalisasi dampak negatif,
dan menghindari pengadaan lahan dan pemukiman kembali, serta dampak negatif
terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA)

2. Setiap kegiatan dalam Program ini harus sesuai dengan RTRW Kab/Kota dan
menghindari kawasan lindung dan konservasi

3. Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial
harus disertai dengan rencana untuk memitigasi dan mengatasi dampak tersebut
Prinsip Khusus di antaranya meliputi prinsip:

1. Pengelolaan Benda Cagar Budaya

2. Pengelolaan Lahan dan Pemukiman Kembali

3. Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

4. Pengelolaan Resiko Bencana

STATUS SELESAI

PENDING | -
ISSUES




BAB 9. MONITORING DAN EVALUASI

ISl

Membahas mengenai pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,

dan workshop Program

PELAKU

Pusat
Tim pengarah, PMU,
PIU, Pokja Destinasi
Pariwisata, PMS, L
Badan Otorita

Ty
Provinsi
Pokja Destinasi

KEGIATAN PEMANTAUAN

Pemantauan

Pariwisata, LPIU,
PMS, Badan Otorita

Ty
Kota/ Kabupaten [

Pokja Destinasi
Pariwisata, LPIU

—- | 2| ur instruksi/umpanbalik

--------- » Jalur pelaporan/informasi

» berbasis proses dan
target capaian/ hasil

KOMPETENSI/KAPASITAS

Peningkatan
kapasitas Pemerintah
(pusatdan daerah)
dalam membangun
dan mengelola
system pemantauan
serta meningkatkan
sense of crisis pelaku
dalam pelaksanaan
pemantauan program

Pendayagunaan hasil
pemantauan sebagai
system peringatan dini
untuk perbaikan
pelaksanaan kegiatan
dan evaluasi program

STATUS

SELESAI

PENDING
ISSUES
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DOKUMEN MANUAL

PENGELOLAAN PROGRAM (MPP)



BAB |. PENDAHULUAN MPP

1SI Penjelasan Mengenai:

1. Tujuan Manual Pengelolaan Program (MPP): Disusun sebagai Pedoman
bagi semua pelaksana dan pengambil keputusan dalam mengelola,
memonitor, mengadministrasikan dan mengendalikan pelaksanaan
Program ITDP agar dapat tercapai secara efektif dan efisien serta
menganut azas transparansi dan akuntabilitas

2. Urgensi disusunnya MPP :

a) Agar terbentuknya kesamaan pandang antara pihak — pihak yang
terlibat di dalam proyek mengenai peran yang harus dilakukan dan
yang tidak boleh dilakukan hingga indikator yang harus dicapai oleh
program

b) Agar adanya standar atas pencapaian setiap komponen program

c) Agar dicapainya kemudahan bagi pihak — pihak yang terlibat dalam
program

STATUS Selesai

PENDING | -
ISSUES




BAB I[I. GAMBARAN UMUM MPP

S

Penjelasan Mengenai:

1.Latar Belakang Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada
KSPN (ITDP): Agar dilakukannya percepatan program pengembangan
pariwisata terpadu dan berkelanjutan pada sepuluh daerah tujuan wisata
yang menjadi prioritas pembangunan, khususnya di 3 (tiga) lokasi
prioritas yaitu KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur dan KSPN Lombok.
2.Tujuan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada KSPN
(ITDP):

a)Meningkatnya kinerja pada indikator “pariwisata berkelanjutan”
b)Tercapainya jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas
infrastruktur dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata
c)Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan upaya mempromosikan
partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata

d)Meningkatnya Nilai investasi swasta di sektor pariwisata

STATUS

Selesai

PENDING
ISSUES




BAB lll. ORGANISASI PADA
PROGRAM ITDP

1SI Penjelasan Mengenai:
1.0rganisasi Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada KSPN
(ITDP): Secara umum struktur organisasi program terdiri dari 3 bagian yaitu
1.struktur koordinasi program (Steering Committee),
2.struktur pelaksana (CPMU/CPIU), dan
3.struktur pendukung pengelolaan program (PMS Consultant).
2.Struktur Organisasi CPMU/CPIU: Secara umum, Struktur Organisasi
CPMU/CPIU dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1.(i) Kepala CPMU (Kepala BPIW, Kemen PUPR);
2.(ii) Wakil Kepala CPMU terdiri dari unsur-unsur di Kementerian
Pariwisata, BKPM dan Kementerian PUPR;
3.(iii) CPIU.
Bagan Organisasi dapat dilihat disini
STATUS Selesai
PENDING Menunggu SK Menteri PUPR

ISSUES




BAB |V. PENGELOLAAN KEUANGAN

ISI

Memuat penjelasan mengenai:
1.Tim Pengelolaan keuangan dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu: (a) Tim
Pengelolaan Keuangan pada Kepala CPMU/ (BPIW) yang lebih bersifat

koordinatif dan me-monitoring kegiatan dalam melaksanakan tugas
pengelolaan keuangan pada Program Loan ITDP ini; (b) Tim Pengelolaan
Keuangan di CPIU.

2.Tata cara penganggaran yang ditetapkan pada Program ini mengikuti
tata cara yang tertuang di Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
3.Penyusunan Annual Working Program (AWP): AWP merupakan
dokumen perencanaan program dan anggaran per tahun untuk Program
ITDP secara keseluruhan.

4.Penyusunan Interim Financial Report (IFR) : [FR merupakan laporan
keuangan per tiga bulanan yang waijib diberikan kepada Pemerintah
Indonesia kepada Bank Dunia.

5.Tata Cara Audit : Prosedur audit pelaksanaan Program ITDP ini
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

STATUS

Selesai

PENDING
ISSUES




BAB V. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Perpres PBJ);

2. Bank’s Guidelines Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans
and IDA Credits and Loans by World Bank Borrowers bulan Januari 2011;

3. Bank’s Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services
under IBRD Loans and IDA Credits and Loans bulan Januari 2011.

2. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi
3. Tata Cara Pengadaan Konstruksi

STATUS Selesai
PENDING  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ISSUES (Perpres PBJ) belum dapat diterapkan pada Program ini karena masih dalam tahap

review di Bank Dunia.

Penggunaan SPSE dalam proses pelelangan dapat dilakukan pada International
Competitive Bidding (ICB) hanya untuk pekerjaan Jasa konsultansi. Sedangkan
pengadaan barang, pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya dalam konteks |CB
masih dilakukan secara manual sampai SPSE dapat mengakomodasi pengadaan
tersebut.

Pengadaan Jasa Konsultansi diluar metode QCBS masih dilakukan secara manual
sampai SPSE dapat mengakomodasi proses pengadaan tersebut




BAB VI. PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL

ISI Menjelaskan mengenal:
1. Proses pengelolaan lingkungan dan sosial didalam
pelaksanaan Program ITDP
2. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan
lingkungan dan sosial.
Para pelaksana Program ITDP mengacu pada Dokumen ESMF
untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial bagi
masyarakat di sekitar kawasan destinasi prioritas.
STATUS Selesai
PENDING

ISSUES




BAB VII. PENGENDALIAN
PROGRAM

S Penjelasan mengenai :
1. Prosedur monitoring dan evaluasi terhadap
pencapaian tujuan program Pengembangan
Infrastruktur ~ Terpadu  Pada  KSPN  atau
Pengembangan Pariwisata Nasional di tiga
destinasi ini.
2. Prosedur Penanganan Keluhan atau Pengaduan
(Grievance  Redress  Mechanism).  Bagan
penanganan keluhan dapat dilihat disini
STATUS Selesai
PENDING

ISSUES




BAB VIIl. PENGARSIPAN
DOKUMEN

S Penjelasan mengenai:

1. tata cara pengelolaan,

2. pemeliharaan dan pengendalian dokumen-dokumen
penting di dalam pelaksanaan Program ITDP.

STATUS Selesai

PENDING
ISSUES




BAB IX. KETENTUAN PERUBAHAN

S| Perubahan terhadap MPP dilakukan antara lain karena

adanya perubahan atau amandemen atas Loan Agreement

yang dapat terjadi dalam keadaan berikut ini :

1. Perubahan besarnya dana pinjaman.

2. Perubahan closing date

3. Perubahan tujuan program atau ruang lingkup proyek
untuk mencakup kegiatan serta hal-hal yang
sebelumnya tidak termasuk dalam perjanjian, dan/atau
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program yang
berpengaruh terhadap MPP.

STATUS Selesai

PENDING -
ISSUES




KESIMPULAN

Pedoman Umum (Pedum) Status | Manual Pengelolaan Program Status
(MPP)

1. Gambaran Umum Program V 1. Pendahuluan V

2. Komponen program V 2. Gambarn Umum V

3. Hasil dan Indikator Kunci V 3. Organisasi Program V

4. Pembiayaan Program V 4. Pengelolaan Keuangan V

5. Organisasi dan Tata Laksana V 5. Pengadaan Barang dan Jasa V

Penyelenggaraan Program

6. Ketentuan Penyelenggaraan V 6. Pengelolaan Lingkungan dan V
Sosial

/. Pengelolaan Lingkungan dan V /. Pengendalian Program V

sosial

8. Monitoring dan Evaluasi V 8. Pengarsipan Dokumen V

Q. Ketentuan Perubahan
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STRUKTUR KERANGKA HASIL PROGRAM

Komponen

\

Komponen 1:
Meningkatkan Kapasitas
Kelembagaan Untuk

Outcome (Hasil)

-~

Peningkatan kinerja pada
indikator “pariwisata

_J

Memfasilitasi berkelanjutan”
Pengembangan
Pariwisata Terpadu dan K
Berkelanjutan /

[Jumlah penerima manfaat
Komponen 2: ) dari peningkatan kualitas

4
l
I
I
I
I
l
l
l
I
I Meningkatkan kualitas
I| jalan yang relevan dengan
l
l
l
I
I
|
l
l
l
I
I
|
l

infrastruktur dan pelayanan
dasar yang relevan dengan

N\

4 N

Peningkatan jumlah
wisatawan
mancanegara dan
lokal di lokasi wisata
prioritas

J

pariwisata dan akses kpariwisata
pelayanan dasar )
Komponen 3: Mendorong )| Peningkatan kepuasan
Partisipasi Lokal Dalam g1as.yarska_t sebagai
Perekonomian Sektor agian aari upaya
Pariwisata mendorong partisipasi
| lokal dalam perekonomian
sektor pariwisata
ﬁ(omponen 4: \ \

Meningkatkan -~
Lingkungan yang
Kondusif Untuk A : .
Masuknya Investasi ’s\l;:tlcrvzzt/?/zast\;vasw o
Swasta dan Usaha ke P
Sektor Pariwisata

\ J (S

-

Peningkatan jumlah
rata-rata pengeluaran
per hari pengunjung di
lokasi wisata prioritas

Jumlah lapangan kerja
tercipta yang secara
langsung
berhubungan dengan
sector pariwisata di

l
I
I
I
l
[ lokasi wisata prioritas
I
I
]

& )

KEMBALI




INDIKATOR PROGRAM BERDASARKAN OUTCOME

Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan
berkelanjutan
Peningkatan kinerja pada
indikator “pariwisata
berkelanjutan”
Meningkatkan kualitas jalan yang relevan dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar
Jumlah penerima manfaat dari
peningkatan kualitas infrastruktur
dan pelayanan dasar yang
relevan dengan pariwisata
Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata
Peningkatan kepuasan
masyarakat sebagai bagian dari
upaya mendorong partisipasi lokal
dalam perekonomian sektor
pariwisata

Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke sektor
pariwisata

Peningkatan

0 20 40 60 80 100
Persentase

2,450,1 2,849,

Jumlah (orang) 0 352,300 922,400 1,686,400 00 500

Peningkatan
Persentase

Nilai investasi swasta di sektor Jumlah (USD) 32,400,0 82,000,00 167,500,0 256,500,0 349,20 35103
pariwisata (kumulatif) 00 0 00 00 0,000 ’0

KEMBALI




STRUKTUR KELEMBAGAAN PROGRAM

Struktur Koordinasi Program Struktur Pelaksana Program Dukungan
Pengelolaan
Tim KoordinasiPariwisata (Kementerian, Sekretariat Wakil Presiden)
Program
A :
KEPALA BPIW DEPUTIBID (Project
\Z (EMENPUPR | DITENCIPTA | DITENBINA | DITIENSUMBER e 01 Ay PENGEMB v M ;
' KARYA MARGA DAYAAIR PERENCANAAN CUELEIGL
1M PENGARAH Menter) & EXECUTING |\ enpupr  KeMEnpUPR | Kemienpupr | TERUMAHAN |/ PENANAMAN KI;FE%JBSEL\%\N DESTINASI Support — PMS)
A = AGENCY EMENPUPR | MoDALBKPM | " EECE  PARIWISATA PP
v I
(1) KETERPADUAN
TMPEAGRUA(Eeent KEPALA PUSAT HhaN R DIREKTUR ASDEP
N ¢ (2) PERMUKIMAN JALAN DIREKTUR
\ PENGEMB (3) PENYEDIAAN | | (2) JALAN BEBAS DIEEKTUR PERENCANAAN ~ PERENCANAAN PENGEMBSDM RASISTEN DEPUT
—_— KAWASAN AR MINUM vavsaran || PENGEMBJAR DENYEDIAAN JASA DAN PAR& HUB INVESTASI
TIM TEKNIS (4)SANTAS| | pERKOTAANA FAS SDA KAWASAN ANTAR PARIWISATA =
STRATEGIS  (5) penaTAAN PERUMAHAN LEMBAGA E
BANGUNAN || JAUANDAERAK R
)
! 0 1T 1 Y E
_____________________________ c
- DESTINASI || TBD |  BADAN BADAN KEPALA CPMU PROJECT ¥
7|l PRIORITAS || (LOMBOK, |  OTORITA OTORITA ~+
| LAINNYA | IPROVINSINTE)! = PARIWISATA  PARIWISATA MANAGEMENT
! )i Wakil Kepala Wakil Kepala Wakil Kepala Wakil Kepala Wakil Kepala SUPPORT
" (Borobudur- (DanauToba,
(NASIONAL)
Yogyakarta-  Sumatra Utara)
Prambanan, CPIU
o | | JawaTengan&
- Y T N T L T T .} ......
1 [ | o
_______________ =
.............. 2
POKIA POKJA POKJA POKJA % PIU ) \ PROJECT 5
PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI*  — N 7 MANAGEMENT = @,
________________________________________________________________________________________________________ SUPPORT - -
(DESTINASI) 0
e y N Q
POKIAKOTA/ ' POKIAKOTA/ = POKIAKOTA/ POKIAKOTA/ % LPIU < 7 D)
KAB KAB KAB KAB* o
>
Legenda: SK Bappenas tentang pengembangan pariwisata - struktur koordinasi SK Kementerian PUPR tentang program pengembangan pariwisata —struktur pelaksana

(I) Koordinasi/support \l,Garis komando ’I\Garis pelaporan

KEMBALI




Penyelenggaraan Program

Nasional Penyusunan RIPT

Pengarus-utamaan
(review) pengembangan
pariwisata pada RPJMD,
rencana sectoral, rencana
Kab/ Kota tata ruang

T Review

KEMBALI




STRUKTUR ORGANISASI CPMU DAN CPIU (dalam proses revisi)

KEPALA CPMU

Kepala Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis, Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian PUPR

Ir. Kuswardono, MCP

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur
Antar Kawasan Strategis

Bernadi Heryawan, ST., MT

CPIU1

WAKIL KEPALA CPMU 1

WAKIL KEPALA CPMU 2

WAKIL KEPALA CPMU 3

WAKIL KEPALA CPMU 4

WAKIL KEPALA CPMU 5

WAKIL KEPALA CPMU 6

WAKIL KEPALA CPMU 7

Kepala Subdit Keterpaduan
P dan Sistem Jari

Direktorat Pengembangan Jaringan
Jalan, Ditien Bina Marga

Ir. Riel Jemmy Mantik, M.Eng.Sc

Kepala Subdit Kawasan Permukiman
Khusus, Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta

Karya

Aswin Grandiarto Sukahar, ST., MB.Env

Kepala Subdit Kerjasama, Direktorat
Pengembangan Jaringan SDA, Difjen
SDA

Heru Setiawan, ST, M.Eng

Kepala Subdit Keterpaduan

Penyediaan Perumahan, Ditien
Penyediaan Perumahan

Roem Indraningsih, ST. MT

Kepala Subdit Jasa Perdagangan dan

Pariwisata
BKPM

Anna Nurbani, SE

Kepala Subbidang Kemitraan Usaha
Masyarakat, Asdep SDM Pariwisata
dan Hubungan Antar lembaga,
Kementerian Pariwisata

Budi Suprianto, S.Kom

Asisten Deputi Investasi, Deputi Bidang

Kementerian Pariwisata

Henky H.P Manurung, S.Par

CPIU 8

Kasubdit Perencanaan dan
Pemrograman, Direktorat Preservasi
Jalan, Ditjen Bina Marga

Ir. Iwan Dharmawan, MT

Kepala Subdit Perencanaan Teknis,
Dil P b K

Permukiman, Ditien Cipta Karya

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Pemali Juana
Ditjen SDA

Ir. Ruhban Ruzzyanto, MT

Kepala Subdit Kemitraan dan
b Di P,

Penyediaan Perumahan, Ditien
Penyediaan Perumahan

Ir. Sutji Mintarti, MT

Kepala Subdit Kawasan Ekonomi

BKPM

Noor Fuad Fitrianto, ST

Kepala Subbidang Sistem Integrasi,
Asdep Manajemen Strategis,
Kementerian Pariwisata

Vicky Apriansyah, S.Kom, M.S.M

Kepala Bidang Perancangan Destinasi,
Deputi Bidang Pengembangan
- bar M .

Pariwisata

Rudy P Siahaan, S.Sos., MM.Par

CPIU 2 CPIU 4 CPIU 9 CPIU 13 CPIU 14 CPIU 15
" Kepala Subdir F Teknis, Kepala F
o Kasubdit Pen:encanaan dan Direktorat Pengembangan Sistem

Difien Bina Marga

Ir. Budi Harimawan Semihardijo,

Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta
Karya

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera
1

Ditjen SDA

Mieke Kencanawulan Martawidjaya, Roy Panagom Pardedes, ST, M.Tech
M.Eng.Sc <T. MDM
cPIU 3 CPIU5

CPIU 10

Kepala Subdit Perencanaan Teknis,

Direktorat Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya

Ir. Prasetyo, M.Eng

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Serayu Opak
Ditjen SDA

Ir. Tri Bayu Aji, MA

CPIU 6

CPIU 11

Kepala Subdit Perencanaan Teknis,
Direk Bina

Ditien Cipta Karya

Ir. Diana Kusumastuti, MT

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara |
Ditien SDA

Ir. Asdin Djulaidy, MM, MT

CPIU7

CPIU 12

CPIU 17

SDM Kepariwisataan, Asdep SDM
Pariwisata dan Hubungan
Antarlembaga, Kementerian
Pariwisata

Robby Hasan, SST

CPIU 16

KEMBALI




[

situs web BPIW

Keluhan akan dilaporkan melalui /

!

Keluhan akan dilaporkan pada formulir tertulis
dan diproses oleh tim BPIW yang menangani

pengaduan

Berkaitan

3 harikerja

' |

3 hari kerja

Kementerian
PUPR

DitJen SDAIr/ DitJen
BM/ DitJen CK

Tanggapan

l

Berkas yang
berkaitan akan
diteruskan

\/ Tanggapan l

Tidak berkaitan

S hari kerja

Diteruskan ke
Kementerian/Lembaga
terkait

Tanggapan

7 diproses oleh tim [

|

V

2

4

Tanggapan akan diumumkan
di situs BPIW

Tanggapan akan
disusun sebagai
laporan

v—l

Semua laporan akan
disampaikan ke Kepala BPIW

!

Laporan dibahas lebih lanjut dalam rapat
rutin di antara Tim Komite Teknis

Berkas akan dicatat.

Laporan keluhan dan
penyelesaiannya akan
disampaikan kepada
Bank Dunia

BAGAN ALUR MEKANISME
PENANGANAN PENGADUAN

KEMBALI




